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PENETAPAN
NOMOR 23/Pdt.P/2024/MS-Jth

E
A B2
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar’iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam
perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Darlis Bin Rajudin, tempat/tanggal lahir : Desa Tengah Baru,
01/07/1984, NIK : 1101040107840316, Umur : 39 Tahun Jenis
kelamin : Laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Pedagang, tempat kediaman di Desa Tengah Baru, Ladong,
Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut

sebagai “Pemohon I”;

Nurjannah binti Usman Hs, tempat/tanggal lahir : Desa Raya,
17/01/1984, Umur : 40 Tahun, NIK : 1107205701840001,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat kediaman di Ladong, Mesjid Raya, Kabupaten
Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon II”;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta saksi-saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2024
telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariyah Jantho, dengan Nomor
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23/Pdt.P/2024/MS.Jth, tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2011 Pemohon | telah melangsungkan
pernikahan dengan Pemohon Il di Ladong, Kecamatan Mesjid Raya,
Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus Perjaka sedangkan Pemohon
Il berstatus Janda;

3. Bahwa Pemohon | hanya mempunyai istri seorang (Pemohon IlI) dan dari
pernikahan pemohon | dengan Il tidak mempunyai anak;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah
Amirduddin bin Usman Hs (Ayah Kandung Pemohon Il), yang dinikahkan oleh
Amiruddin Hs pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu llyas dan Saiful
dengan mahar 8 (delapan) mayam emas dibayar tunai;

5. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan (halangan
Syara’) yang dapat menghalangi pernikahan;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan hidup
rukun sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il belum mempunyai bukti
tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para
Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il
mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho berkenan

memberikan penetapan sebagai berikut:
1) Mengabulkan Permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2) Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (Darlis Bin Rajudin) dengan
Pemohon Il (Nurjannah binti Usman Hs) yang dilangsungkan pada tanggal
01 November 2011 di Ladong, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh

Besar;
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3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4) Mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah
Syar’iyah Jantho pada tanggal 26 Januari 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa
perkara ini, Pemohon | dan Pemohon Il telah dipanggil secara resmi dan patut
agar datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut,
Pemohon | dan Pemohon Il telah datang menghadap di persidangan secara in

persoon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon | dan

Pemohon Il yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon | dan
Pemohon Il telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Darlis Bin
Rajudin, Nomor : 1101040107840316, tanggal 30 April 2018, Bukti P.1 :

2. Fotokopi bermaterai cukup, Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurjannah binti
Usman Hs, Nomor : 1107205701840001, tanggal 30 April 2018, Bukti P.2 :

3.Fotokopi bermaterai cukup, Kartu keluarga, Nomor : 1118081908130002,
tanggal 15 Maret 2017, Bukti P.3:

B. Saksi :

1. Muhammad Igbal bin Bustami, tempat lahir dan tanggal lahir Desa Raya,
15/05/1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Lam Ujong Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah

menerangkan sebagai berikut:
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- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yang
telah menikah di Ladong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, pada tanggal 01 November 2011;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah Perjaka dan
Pemohon Il adalah Perawan;

- Bahwa pada saat Pemohon | dan Pemohon Il menikah yang menjadi
wali nikah adalah Amiruddin bin Usman Hs;

- Bahwa Saksi yakin Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami
isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan denga pernikahan
mereka;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Pemohon | dan
Pemohon |l menurut syar’i;

- Bahwa Pemohon | tidak ada mempunyai pasangan yang lain selain
Pemohon I, tidak pernah bercerai dan mereka hidup rukun dan damai;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
itsbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan anaknya;

2. Amiruddin bin Usman, tempat dan tanggal lahir Seumatang01/07/1973,
agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ladong Kecamatan Mesjid

Raya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya telah menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami isteri yang
telah menikah di Ladong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh
Besar, pada tanggal 01 November 2011;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon | adalah Perjaka dan
Pemohon Il adalah Perawan;

- Bahwa pada saat Pemohon | dan Pemohon II menikah yang menjadi

wali nikah adalah Amiruddin bin Usman Hs;
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- Bahwa Saksi yakin Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami
isteri dan tidak ada masyarakat yang keberatan denga pernikahan
mereka;

- Bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Pemohon | dan
Pemohon Il menurut syar’i;

- Bahwa Pemohon | tidak ada mempunyai pasangan yang lain selain
Pemohon I, tidak pernah bercerai dan mereka hidup rukun dan damai;

- Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
itsbat nikah untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan anaknya;

Bahwa atas keterangan ke 2 (dua) orang saksi tersebut para Pemohon

tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan menyatakan tidak

ada lagi yang perlu disampaikan dan memohon Penetapan kepada Majelis
Hakim ;

Bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam

Berita Acara Persidangan, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah

menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para
Pemohon datang menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan
dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti
berupa bukti tertulis P-1 sampai dengan P- 3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1.
Muhammad Igbal bin Bustami dan 2. Amiruddin bin Usman;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan
pengesahan nikah (Isbat Nikah) dikarenakan tidak mempunyai bukti tertulis
tentang pernikahannya, sedangkan bukti tertulis tersebut sangat diperlukan
untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan oleh para Pemohon untuk

kejelasan status pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il dengan
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demikian adanya kepentingan hukum, Maka Hakim berpendapat perkara Aquo
dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il adalah bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar’iyah
Jantho, oleh karena itu berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan
ayat (2) angka (22) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana telah
diubah dengan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang — undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Mahkamah Syar’iyah
Jantho secara Absolut dan relatif berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan
dibuktikan dengan saksi-saksinya dipersidangan, Majelis Hakim telah
menemukan fakta bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri sah
yang telah melansungkan penikahannya pada tanggal 01 November 2011, di
Ladong Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dengan wali nikah
adalah Amiruddin bin Usman Hs yang dinikahkan oleh Amiruddin sebagai Qadhi
dihadapan saksi nikah llyas dan Saiful dengan mahar 8 (delapan) mayam emas
murni dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim menilai
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah sesuai dengan Syari'at
Islam sebagaimana agama yang dianut oleh para Pemohon dan antara Para
Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut hukum serta telah pula
memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohon Para Pemohon karena
telah terbukti dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai
pula dengan ibarat kitab I'anatuth-Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi ;

e Jodan, ok sizg oprg-diisbroxa s, loyldcl suiSle UegSgq s

Artinya: “ Dalam hal dakwaan nikah terhadap seorang perempuan harus dapat
menyebutkan syarat sahnya nikah tersebut seperti adanya wali dan dua
orang saksi laki-laki yang adil ”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum
Islam, alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan, dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karenanya secara formil
permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dan hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Darlis Bin Rajudin) dengan
Pemohon II (Nurjannah binti Usman Hs) yang dilaksanakan pada tanggal 01
November 2011, di Ladong, Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar;

3 Membebankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk membayar Biaya
perkara sejumlah Rp. 226.000,- ( Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024,
bertepatan dengan tanggal 06 Sya’ban 14445 H Oleh kami Dr. Muhammad
Redha Valevi, S.H.l., M.H. Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho sebagai
Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta Akmal
Hakim BS, S.H.l.,, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon IlI;
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Hakim

Dr. Muhammad Redha Valevi, S,H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Akmal Hakim BS, S.H.l., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 100.000,-
3. PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
4. Biaya Sumpah Rp. 50.000,-
5. Penggandaan Rp.  6.000,-
6. Redaksi Rp. 10.000,-
7. Materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 226.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)
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